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Abstract  The problems of public service in Indonesia is highly related
~with ethic, morality and law. In structural area, in macro level, law might be
able to be predicted more functional while in level of micro. agency new
ethic: will play .more roles. Ethic code  includes. formal and  informal
.regulations.developed by an organization and its units and behavior which is
determined by law, morality,  -and professional . ethic - towards the
-Orgamization. ... . s L gy,

Increasing the public service opiimally is an obligatory to achieve a better
and, professional. public service, Ethic code must be able to accommodate
various interests of politics, economics and social-cultural aspects of the
people. It must be well considered that the importance of the country and
people must be above all. -

Kata kunei : Pegawai, Kode Etik

Latar Belakang /o

_Pelayanan publik yang burck akan berdampak luas terhadap segala
kehidupan di masyarakat. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang
netral” dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara,
ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan. Untuk dapat
menghadapi tantangan. pada era globalisasi, maka perlu dicari suatu
jawaban mengenai bagaimana pemerintah melakukan penyempurnaan dan
pembenahan serta meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil
(PNS), baik sisi kelembagaan maupun perilaku  aparatnya sendiri. -

Masalah-masalah pelayanan publik di Indoensia sangat berkaitan
dengan etika, moral serta hukum. Gerakan demokrasi mendorong adanya
kontrol  Eksternal (hukum) tidak boleh diabaikan, namun demikian
kekuatan norma etik sebagai sarana kontrol internal tetaplah tidak boleh
disepelekan. Dalam kancah struktural, pada tataran makro, hukum boleh
diduga akan lebih fungsional; sedangkan tataran agency yang mikro diduga
etik baru akan lebih berperan

Kriteria untuk menjadi PNS adalah memiliki akhlak dan sikap
perilaku yang terpuji serta profesionalisme.(www.d infokom-jatim.co.id)
Gerakan demokrasi mendorong adanya kontrol Eksterternal (hukum) tidak
boleh diabaikan, namun demikian kekuatan norma etik sebagai sarana
kontrol internal tétaplah tidak boleh disepelekan, karena dalam tataran
agency yang mikro diduga etik baru akan lebih berperan (Wignjosoebroto,
2004:14-16)

Untuk tujuan apa etika itu diperlukan? Etika tidak langsung membuat
kita menjadi manusia vang lebih baik, itu tugas ajaran moral, melainkan
etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan
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dlcarx 'ua_tu jawaban mengenai baga;mana pemermtah melakukan
penyempumaan .dan pembenahan gerta memngkatkan ~kualitas
* kinerja. Pegawai Negen Sipil: (PNS), - ‘baik- sm keiembagaan maupun'ﬁ;
| penlaku aparatnya send1r1 (Nur Budlyamo 2001) b\

Etaka Pe?ayanan }’ubhk g e %

Etika = mempunyai banyak artl keblasaaan adat akh}ak watak :
perasaan ‘sikap, cara perpikir (Bertens, 1993: 4-5). Etika merupakan ajaran
dan pandangan moral: (Suseno 1987: 14-15). -Baik- hukurn maupun moral
mengatur tmgkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tmgkah
laku lahiriah saja, sedangkan morai menyangkut juga sikap batin seseorang '
(Bertens 1993: 29-35) :

. Norma’ merpunyai fungsi ranakap sebelum terjadi sesuatu d1pakax ._
sebagal haluan atau pedoman untuk menunjukan bagaimana sesuatu harus -
terjadi, dan . sesudah - terjadi  sesuatu dipakai sebagai ukuran untuk
mempemmbangkan apakah sesuatu itu terjadi seperti yang seharusnya. Di
sini patut - diperhatikan ungkapan “sebelum terjadi sesuatu”, tidak perlu
dipahamkan semata—mata dengan hubungannya dengan waktu; seseorang
dapat  dalam benaknya. atau i - atas -kertas menyusun suatu rencana,
kemudian. mememksanya apakah rencana ini jika telah dilaksanakan sesuai
dengan maksudnya. Tanpa adanya norma-norma kiranya kehidupan manusia
akan menjadi liar. (. Devos, 1987 : 17-18)

Kita menjadi ‘bangsa - yang tidak Iagi mem111k1 etika. Tak ada
komitment untuk jujur, tak ada kemauan untuk lurus, kehilangan akal sehat,
dalam kultur yang carut marut dan sistem nilai yang rapuh, penyimpangan
dan praktik KKN. Globalisasi telah membawa liberalisasi di segala bidang,
termasuk liberalisasi ekonomi. Kondisi ini semakin memacu kalangan bisnis
: dan pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat Pada era
bt ei s otobat-ind;etika-bisnis-muncul-sebagai-selah-satu-falior-yang-harus-
. diperhatikan agar dapat bersaing di kancah internasional. (Anomm, Audi’mr
Internal, 2004: 6) Isu etika menjadi masalah penting karena profesional
dengan keahlian khusus tiddk memiliki kekuatan pendukung di dalam
keputusan yang mempengaruhi seluruh aspek di dalam masyarakat. Etika,
repuiasi, dan profesionalisme merupakan perhatian dunia, terlebih dengan
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Auntutan-danggung jawab-sosial yang tidak lagi-hanya menjadi isu lokal.
Oleh:sebab-itu-penggalian dasar etika dan profesinal dari praktik public
reiatfons tidak dapat diabaikan. (Simandjuntak, 2003 : 1'85- -86)

o Pembentukan bebagai profesi dan penterjemahan secara luas ide-ide
atas perii’aku-benar, menjadi pedoman formal (formal codes) etika dan
‘perilaku profesional ‘(professional conduct). Pertanyaan-pertanyaan atas
etika : terapan - memimbing kaum profesional dalam berpiaktik dan
-menyedzakan dasar untuk penegakannya dan dilkuti dengan sangsinya Jadi,
pedoman profesional berdasar pada apa yang secara umuimn disadari sebagat

~motif penegakan moral (viluous motives),” diawasi dan dinilai berdasar
‘pedoman-perilaku, dan diperkuat melalui inirepretasi kongksit bagi mereka
vang menyimpang dari kinerja standar yang diakui. Prinsip di balik etika
profesional adalah bahwa setiap tindakan dari seseorang diarahkan untuk
membentuk sesuatu yang terbaik bagi klien dan masyarakat sebagai satu
kesatuan, dan tidak hanya semata-mata ditujukan untuk memperkuat posisi
dan kekuatan para praktisi.Mengapa terjadi pemikiran aias etika dan
penegakan pedoman berperilaku? Jawab atas keduanya pada saat yang sama
bisa ~dianggap sederhana dan bisa dianggap rumit pula. Jawaban
sederhananya adalah uniuk melindungi mereka yang menggantungkan
kehidupaniya kepada kaum  profesional. Jawaban  yang lebih rumit
memasukkan pemikiran atas perlindungan terhadap profesi itu sendiri yaitu:
kepentingan profesional, status, dan ikatan dianiara (Simandjuntak,
2003:88)

“RKode etk meliputi aturan-aturan formal dan informal yang di-
kembangkan oleh organisasi .dan berbagal unitnya dan perilaku yang
ditentukan oleh hukum, moralitas, dan etika profesional terhadap organisasi
itu. (Kasi & James, 2002: 256) Kode etik profesi, merupakan suatu sistem
aturan, norma etika yang telah disetujui oleh anggota organisasi profesi.
(Sochoet, 2002: 6-12) Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang
tidak: profesional; ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan
ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran; jiwa dan perilaku
teriaga profesional. (Basuki:2001) Sedangkan Unsur-unsur yang esensial
dalam suatu profest yang ideal sebagai berikut : (Kast, 2002 : 240)

1. Profesi mempunvai sekelompoh teori yang sistematis,
- Profesional mempunyai otoritas yang didasarkan atas pengetahuan vang
- unggul yang diakui oleh langganannya.
Ada sanksi dan pengesahan sosial yang luas untuk pelaksanaan otoritas
tersebut.
4. Terdapat kede Etik yang mengatur hubungan para profesional dengan

[

L

Para lebiedagy dw;bmx izege hu;cgatjjuz, setf dibuip}in ﬁifidkcii bt:b'dgdi busis
“bagi kontrol sosial,
5.0 Ada kultur yang ditunjang oleh 01gfml=;a81 Interaksi peranan-peranan
'SGS?&E yang dibutubkan oleh kelompok ini, suatu kultur profesional.
- Untuk melaksanakan kode etik tersebut diperlukan moralitas yang
tmggi bagi penyandang profesi tersebut dan mengacu pada asas pacta sunt
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servanda qrtmya kalau sudah betjanji, ya harus dztaati (Rus an, 1995 43?.' o

44y Dengan demlkian suatu profési-harus memiliki kemampuan tertentu,
yaitu: (Soemirat 2 177) (H Kemampuan untuk kesadaran -etis (2)
Remampmn untuk berpikir secaraetis (3} Kemampuan untuk bezpenlaku
secara etis; ya:tu memiliki peulaku, sikap, ‘etika moral dan tata: krama
(etiket) yano ‘baik ‘(good moral and ‘good manner) dalam bergaul atan
berhubungan dcngan plhak ain (soc:ai contact) (4) Kemampuan untuk
: kepemimpman yang -etis (ethicai leadership) 'yakni kemampuan atau' :
memiliki jiwa untuk memimpin secara. etis, diperlukan’ uituk mengayomi, -

"membmbmg dan ‘membina - plhak lain " ‘yang dxplmpmnya termasuk_:_;_

menghargai’ pendapat dan krmkan dan orang iam demx tercapamya mJuan' :
dan kepentmgan bersama - :

meesmna!ssme Pelayanan Publik _
 ‘Kedepan --dituntut profesionalisme yang tinggi dalam aspek
Pendayagunaan Aparatur Negara oleh para Birokrat di pemerintahan serta
pentingnya ‘peningkatan pelayanan publik dalam semua aspek kehidupan
masyarakat. -Aparatur Negara dalam melayani masyarakat harus bersikap
netral “dan ‘profesional, mampu berjalan sendiri tanpa dipengaruhi oleh
perkembangan  situasi 'poiitik vang senantinsa berubah. Sumber
(www.itien.esdm.go.id.) s

Seorang - profesmnai organisasi kegiatan menyangkut penilaian
masyarakat;, ~ sehingga = banyak organisasi yanmg berkaitan dengan
pzofeswnahsme ‘menyusun suatu kode etik yang wajib dipatuhi oleh para
anggota organisasi tersebut. Tujuan diadakan kode etik tersebut ialah agar
para anggota organisasi bersangkufan mempunyai pedoman untuk bersikap
dan perperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Orang yang
profesional sudah dengan sendirinya berarii orang vang bertanggung jawab:
(Soemirat 2002: 168-169)

Bicara kode etik pelayanan publik berarti bicara tentang bagaimana
pemermtah dapat meiayam ‘masyarakat dengan sebaik mungkin. ASPA
mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik.
Komitmen ASPA vyang tertuang dalam kode etik, dibagi ke dalam lima
prinsip (indikator) — yaitu: (Anonim, American, 2000:67-68) (1) Layani
orang banyak. (2) Hormati-Konstitusi dan Hukum (3) Mempertunjukkan
Integritas Pribadi (4) Mempromosikan Etika Organisasi (5) Mengejar
Profesional Keunggulan

Peningkatan Pelayanan Umuim

Peningkatan pelayanan Publik secara priuma, transpatan, akuntabel
dengan berpedoman kepada : (www jambi wasantaranet.id) : (1) Asas
Pelayanan Publik:Transparan, Akuniabilitas, Kondisional, partisipasif,
kesamaan hak dan, keseimbangan hak dan kewajiban (2) Prinsip Pelayanan
Publik : Keseluruhan, kejelasan, ketepatan waktu, ukuran, keamanan,
Tanggung Jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan akses
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dan, ‘Kedispilanan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan (3) Standar
pelayana Publik untuk kepastian bagi pemakai pelayanan (4) Pengukuhan
indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat
kualztas pelayanan publik (5) manajemen dan prosedur pelayanan publik.
Membangun kode etik di lingkungan publik. Hal ini bertujuan agar pejabat
publik mengutamakan kepentingan umum, sesuai dengan tugas vang mereka
emban. Kode etik tersebut dipublikasikan kepada rakyat agar rakyat turut
pula secara aktif mengawasi para pejabat tersebut. (Www.transparansi.»
or.id/majalal/edisi 4) :

Surat Keputusan MEN‘PAN Nomor & Tahun 1993 tentamg Pelayanan
Kepada Masyarakat, -menggariskan prinsip-prinsip nmum scbagai berikut:
(1) Peningkatan mutu produktivitas instansi pemerintah dalam pelayanan
umum (2} Upaya mengeiektifkan tatalaksana pelayanan (3) Mendorong
timbulnya kreativitas, prakarsa dukungan dan peranserta masyarakat (4)
Menghindari prosedur birokratik yang berlebiban (5) Kecepatan, ketepatan
wakiu dan akses informasi kepada vang dilayani,

Eebijakan untuk mewujudkan = birokrasi vang “netral” dalam
penyelenggaraan administrasi dan pemerintshan uegara, ternyata dalam
praktiknya banyak menghadapi rintangan. Dikotomi Tpelitik-administrasi”,
yang semula diharapkan akan memungkinkan terwujudnya asas tanggung
gugat (administrative accountability) menjadi hal yang sangat sulit
direalisasikan. Dengan konsep tanggung gugat yang demikian, para pejabat
pemegang kelkuasaan (the holders of power) hendaknya menyadari bahwa
mereka pada dasarnya merupakan pelaksana dazi tugas-tugas yang diberikan
atau dimandatkan oleh pihak:pihak yang secara politis dan administratif
memiliki  kewenangan untuk mengontrol segala tindakannya, baik
berdasarkan kode etik, peraiuran, arah kebijaksanaan, dan sebagainya.
{(Mulyadi : 2004)

Posist PNS yang netral  merupakan embrio menuju profesionalisme
birokrasi. Untuk mewujudkan aparatur birokrasi (PNS) sebagai suatu
profesi, maka perlu dilakukan strategi dan kebijakan menyeluruh dalam
konsep pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan, Sebagaimana
dengan organisasi profesi lainiiya, PNS sebagai suatu profesi haros memiliki
suatu kode etik tertentu yang mengatur tentang apa yang bisa dan yang tidak
bisa dilakukan oleh seorang PNS dalam kapasitasnya sebagai sebuah
profesi. Dalam penyusunan kode etik ini harus mampu mengakomodir
berbagai kepentingan baik dari aspek politik, ckonomi dan sosial budaya
masyarakat dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
diatas kepentmgan pnbadt/goiozman Dengan demikian, diharapkan bahwa

keberadaanode stk dapat Hiegaraikan profesionalisme  PNY unfuk
mewujudkan pemeriniahan yang baik. (Gea i:2004) Untuk merubah perilaku
pegawai pemerintah nampaknya Kode Etik -Pelayanan Publik mempunyai
fungsi yang sangat strategis. Dengan adanya Kode Etik Pelayanan Publik di
Indonesia maka diharapkan akan dapat merekayasa perilaku para pegawai
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
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- '=::adanya Kode Eiik dxharapkan p{.gawai pemermtah mempunyau acuan dalam.'

memberikan pelayanan kepada masyaraka‘i Kode Etik dapat men_;adx acuan
daiam berimdak ketika pegawai mengaiam1 konflik kepentmgan dalam
memberlkan peiayanan kepada masyarakat o e

Pembaharuan Pemerintah -untuk - peningkatan . pelayanan bertuguan

untuk menooptxmahsamkan ‘sistem’ pemermtahan yang ‘menjamin seluruh .
~warga dapat’ mempemieh palayanan yang berkualitas dengan harga yang
terjangkau. ‘Hal ini akan memberi andil pada perkembangan pembangunan
~ekonomi jangka pan}ang dan 'berkelanjutan serta meningkatkan taraf hldup
: -"_:-_'-masyarakat Program ini mehbatkan kematamkegzatan memper}e}as visidan: -
misi,” membenahi ‘sistem” manajemen, sistem pendukung dan mformam
merubah kerangka peraturan dan’ kebya}(an, serta -merasionalisasi ‘dan’
memotivasi “petugas - untuk - menmgkatkan kmer_]a (www deliveri.org) -

Berbagai faktor baik’ ‘internal - maupun eksternal - menjadi penyebab ‘atau

‘memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi buruk birokrasi tersebut selama 30
tahun terakhir ini. Salah satunya adalah mtervensz pohtzk 1,erhadap b!l‘le&Sl

pemerintahan (Setiabud1 2000y

- Berdasarkan pemikiran yang demiklan dalam pelayanan pubhk'

dengan konsep tanggung ‘gugat teidapat tiga aspek yang sangat menonjol,
yakni (1) setiap pejabat pada masing-masing tingkat manajerial harus
memiliki tanggung jawab yang lebih besar; (2) Setiap aparat birokrasi harus
punya “sikap responsuf terhadap segala * permasalehan yang terjadi di
masyarakat, khususn ya kelompok masyarakat yang membutuhkan
pelayanan prioritas; (3) Dan setiap aparatur harus punya komitmen yang
besar pada nilai dan standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan, (Mulyadi ; 2004) Dengan demikian diharapkan
dapat pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Simpulan

" Masalah-masalah  pelayanan publik di Indoensia sangat berkaitan
dengan etika, moral serta hukum. Gerakan demokrasi mendorong adanya
kontrol  Eksterternal (hukum) tidak boleh diabaikan, mamun demikian
kekuatan norma etik sebagai sarana kontrol internal tetaplah tidak boleh
disepelekan.

Kode etik meliputi aturan-aturan formal dan informal yang di-
kembangkan oleh organisasi dan berbagai unitnya dan perilaku yang
ditentukan oleh hukum, moralitas, dan etika profesional terhadap organisasi
itu.

Untuk melaksanakan kode eiik tersebut diperlukan moralitas yang

tinggi bagi penyandang profest tersebut dan mengacu pada asas pacta sunt
servanda, artinya, kalau sudah berjanji, ya harus ditaati.

Peningkatan pelayanan Publik secara prima sudah merupakan tuntutan
yang tidak bisa ditawar lagi bila ingin ada pelayanan pubhi{ yang lebih baik
dan profesional. Sedangkan untuk penyusunan kode etik ini harus mampu
mengakomodir berbagai kepentingan baik dari aspek politik, ekonomi dan
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‘sosial ‘budaya masyarakat dengan mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan.
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